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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di
Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam
proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sgjak berlakunya Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk
mendapatkan titik temu dalam persepsi yang selamaini berkembang bahwa pemberhentian Kepala Daerah
oleh DPRD merupakan mekanisme impeachment, sebuah mekanisme pendakwaan untuk memberhentikan
pejabat publik dari jabatannya yang berkembang di negara federal. Penelitian ini dikaji dengan melalui
pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-historis dan
yuridis-komparatif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dan
metode penelitian hukum empiris sekaligus tetapi, dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada
penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagal informasi pendukung.
Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis menggunakan silogisme dan
interpretasi. Sementaraitu, penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
datamelalui berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang
mendalam di bidang hukum tata negara.

<br><br>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah mengalami
perubahan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, saat ini mekanisme yang hadir dalam ketentuan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bukanlah mekanisme “impeachment”
karena desentralisasi yang terciptadi Indonesia bersifat “desentralisasi eksekutif”, sehingga dalam proses
pemberhentian tersebut tidak melibatkan lembaga legidatif, tetapi lembaga pembuat kebijakan yang dikenal
dengan istilah “council” di Inggris yang mirip dengan peran DPRD di Indonesia saat ini. Selain itu,
mekanisme “ Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD” belum secararinci diatur di dalam Undang-
Undang Pemerintahan Daerah dewasaini, termasuk dalam hal beracara di Mahkamah Agung. Oleh karena
itu, untuk menjamin asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sekiranya apabila dilakukan revisi
terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah mekanisme “Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD”
harus diatur lebih rinci lagi di dalam Undang-Undang.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis examines the mechanisms "Dismissal of Head of region as public officials by (DPRD/council)
in Indonesian” in legislation ever prevailing in Indonesia and the problems in the dismissal process
conducted by the Regional Council since enactment the "Act Number 32 of 2004 on Regional
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Government” as well asto compare with the "impeachment™ process to get acommon ground in which
during the growing perception that the dismissal of the Head of the Regional Council is the mechanism by
"Iimpeachment”, a mechanism to suspend the prosecution of public officials from office that developed in
the federal state. This study examined the juridical-normative approach. In addition, this study also uses
juridical-historical and juridical-comparative. The method used in the study are normative legal research
methods and empirical legal research methods as well but, in this study is more focused on normative legal
research, while empirical legal research serves as supporting information. Approach juridical-normative will
be done by means of primary legal materials, legal materials secondary, tertiary and legal materials were
analyzed using "syllogisms' and "interpretation”. Meanwhile, empirical research in this study was done by
collecting data through various discussions with the parties who have the competence and in-depth
knowledge in the field of constitutional law.

<br><br>

The results showed that the developmental mechanism dismissal Regional Head amended from time to time.
During its development, the current mechanism is present in the provisions of "Act Number 32 of 2004 on
Regional Government" is not a mechanism of "impeachment" because decentralization created in Indonesia
is "decentralized executive", resulting in the dismissal process does not involve the legislature, but the
policy-making body, known by the term "council” in the English country which issimilar to the role
"DPRD" in Indonesia today. In addition, the mechanism of "Dismissal Regional Head by (DPRD/Council)"
has not been regulated in detail in the Local Government Act today, including in the case of proceedingsin
the Supreme Court. Therefore, to ensure fairness, expediency and legal certainty, in caseif the revision of
the Local Government Act mechanism "Dismissal Regional Head by (DPRD/Council)" shall be regulated in
more detail in the Act.



